BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
dimana ketentuan mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat
Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lima Puluh Kota di Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6966);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
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Menetapkan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang;

. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan.

. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
3

3.
4,

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
Dinas merupakan pelaksana urusan Pemerintah
Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
serta urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanahan.
Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. sekretariat yang terdiri dari;

1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan

2. sub bagian keuangan.
b. bidang bina marga;
c. bidang sumber daya air;
d. bidang cipta karya;
e. bidang bina konstruksi
f. bidang tata ruang, yang terdiri dari seksi pertanahan;

dan
g. UPTD.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f terdapat
jabatan  fungsional dan/atau  pelaksana yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
pejabat administrator.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
dipimpin oleh UPTD yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada kepala Dinas
Struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4
(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang serta bidang pertanahan.
(2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang
pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a mempunyai tugas mengelola urusan

kesekretariatan yang meliputi administrasi umum,

keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan

Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang

kesekretariatan;

b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi
persuratan, Kkearsipan, kepegawaian, pengadaan,
perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan
masyarakat dan keprotokolan Dinas;
pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;
pengelolaan penyusunan dan pelaporan program
Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.

a0

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6
(1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian serta informasi publik.

.



(2)

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sub bagian wumum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja sub bagian umum dan
Kepegawaian;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha;

c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan
rumah tangga, barang milik negara/Daerah,
keamanan dan ketertiban kantor;

d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan
aparatur;

€. penyiapan bahan penanganan pengaduan
masyarakat dan pelayanan publik;

f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
penyiapan bahan sistem pengendalian intern
pemerintah;

h. pelaksanaan fungsi publikasi dan hubungan
masyarakat;

i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub
uagian Umum dan kepegawaian; dan

j- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 7

Sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan administrasi keuangan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja sub bagian keuangan;

b. penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan urusan kesekretariatan di bidang
administrasi keuangan;

c. penyusunan bahan rencana anggaran belanja lingkup
Dinas;

d. pengusulan nama calon bendahara di lingkup Dinas;

e. pembinaan dan pengawasan bendahara di lingkup
Dinas;

f. pengkoordinasian pelaksanaan penerimaan,
pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan
Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. pemeriksaan kelengkapan Surat Perintah
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat
Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat
Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU),
Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji
dan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS)
pengadaan barang dan jasa;



(1)

(2)

(1)

h. pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran
(SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar
(SPM) di lingkup Dinas;

i. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan Dinas
dan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

j- pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban
(SPJ);

k. pemantauan pelaksanaan/penggunaan anggaran
belanja Dinas;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan sub bagian keuangan sesuai
ketentuan yang berlaku; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Marga
Pasal 8

Bidang bina marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang bina marga yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bidang bina marga menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan
perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem
jaringan jalan dengan sistem moda transportasi
bersama instansi terkait;

b. pelaksanaan pereneanaan teknik jalan, jembatan,
penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan
jembatan, dan penerangan jalan umum;

d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi,
audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger
jalan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air
Pasal 9
Bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang sumber daya air yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan Bupati.
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(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bidang sumber daya air menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan konsep kebijakanpengelolaansumber
daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai;

b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai;

c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air
dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai;

d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan
rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah
sungai;

e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan
rencana pengelolaan sumber daya air; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya
Pasal 10

Bidang cipta karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang cipta karya yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) cipta karya menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di
kawasan strategis;

b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk
kepentingan strategis;

c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang
terhubung dengan sungai lintas Daerah;

d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
di kawasan strategis dan penataan bangunan dan
lingkungannya lintas Daerah;

e. pengelolaan dan pengembangan (Sistem Penyediaan
Air Minum) SPAM lintas Daerah;

f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
regional;

g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
domestik regional; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Keenam
Bidang Bina Konstruksi
Pasal 11

Bidang bina konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang bina konstruksi yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bidang bina konstruksi menyelenggarakan

fungsi :

a. penyelenggaraan kegiatan pendataan proyek di
daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema
kerjasama pemerintah dan badan usaha;

b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;

c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan
peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan
pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa
konstruksi;

d. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan
usaha jasa konstruksi;

e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa
konstruksi;

f. pelaksanaaan pembinaan lembaga pengembangan
jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;

g. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan
nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam
negeri;

h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;

i. pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha
jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Bidang Tata Ruang
Pasal 12

Bidang tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang dan bidang
pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bidang tata ruang menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis bidang pereneanaan tata ruang;



c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
pemanfaatan ruang;

d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
pembinaan penataan ruang;

e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan
ruang;

f. perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan bidang pertanahan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Pertanahan
Pasal 13
(1) Seksi Pertanahan Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) seksi pertanahan menyelenggarakan fungsi :

pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;

penerbitan izin membuka tanah;

penyelesaian masalah tanah kosong;

inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam

Daerah;

penetapan tanah ulayat;

penyelesaian sengketa tanah garapan dalam,;

penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah;

ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah

absentee dalam Daerah;

fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk

kepentingan umum;

J. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan
tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah;

k. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya
dalam Daerah; dan.

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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Bagian Kedelapan
UPTD
Pasal 14
Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas
teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat
dibentuk UPTD.
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BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan
unit organisasi dan Jabatan Fungsional wajib
menerapkan  prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 16
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan
kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
berkala tepat waktu.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi
dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Jabatan
Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib
mengadakan rapat berkala.



BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang
ada tetap melakukan tugas dan fungsi sampai pelantikan
oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

—#SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR TAHUN
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